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MOTTO

“Percaya dan yakin pada diri sendiri, hanya itu resep paling manjur untuk
menaklukkan kehidupan.”
(Johann Wolfgang van Goethe )
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. Staatblad No.357 Tahun 1929 Tentang Aturan-aturan Mengenai Badan Kredit

Desa

Surat Keputusan Dircksi BI Nomor : 31/63/KEP/DIR Tentang Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan BKD oleh PT.BRI (Persero) Thk.

Petikan Putusan Nomeor : 497 / PID.B / 2002. / PN.JR.

Buku tabungan Badan Kredit Desa atas nama Dawut DEsa Rambipuji, Kecamatan
Rambipuji.

surat Pernyataan
Pemberitaan Media Massa
Surat Pengawas Badan Kredit DEsa Daerah Kabupaten Nomor : B.245-

VIIKCR/KPK/12/00 perihal : Pengangkatan Juru Tata Usaha BKD a.n.M.Aedi
Basuki.c.s.

Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Jember Sekretariat Daerah Nomor:
823.1/73/436.033/2001 perihal : Pengangkatan Juru Tata Usaha Badan Kredit
Desa Kabupaten Jember a.n. sdr.Aedi Basuki dkk sebanyak 6 (enam) orang,

Surat keputusan Bupati Jember, Nomor : 823.1/58/436.033/2001 Tentang
Pengangkatan Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa.
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RINGKASAN

Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga
yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro
serta masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin vang tidak terlayani oleh
LLembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Badan
Kredit Desa (BKD) boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga
Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada
tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah
kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKI)), yang merupakan cikal bakal
berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan
istilah Lembaga Keuangan Mikro. Secara yuridis pembentukan Badan Kredit Desa
(BKD) didasarkan pada Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tentang aturan untuk
mengurus bank dan lumbung desa di wilayah Jawa dan Madura. Dalam Staatshlad
tersebut juga disebutkan perihal pengawasan dilakukan oleh Algemeene Volkscediet Bank
(AVB), yang pada saat ini pengawasan dilakukan oleh Bank Rakvat Indonesia (BRI).

Juru Tata Usaha (JTU) BKD pada dasarnya hanya berwenang dalam urusan
administrasi saja, akan tetapi dalam prakteknya didapati adanya tindakan vang over
laping atau tindakan yang melebihi batas kewenangan dan tugasnya dengan bertidak
sebagai pimpinan Badan Kredit Desa di tingkat desa. Hal ini terjadi pada Badan Kredit
Desa (BKD) Rambipuji, dimana saudara Karto Sudiono sebagai JTU pada BKD
Rambipuji telah melakukan kegiatan pengimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk
(Tabungan Pembangunan Desa) TABANAS BKD dan menggelapkannya, sehingga
nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji dirugikan kurang lebih 3,3 milyar.

Nasabah Badan kredit Desa (BKD) Rambipuji berhak atas ganti rugi tabungan
beserta bunga yang mestinya di dapat. Pihak-pihak yang wajib memberikan ganti rugi
atas kerugian yang diderita nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji tidak hanva Karto
Sudiono sebagai Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa. Akan tetapi, Komisi I, Mantri
BKD, Koordinator BKD, Pengawas BKD, Pimpinan Cabang Bank Indonesia dan Bupati
wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji.

Xiil
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pada masa sekarang dilakukan
berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna meningkatkan
terciptanya masyarakat adil dan makmur untuk memingkatkan kemakmuran
seluruh rakyat secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi
vang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi
ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan
manusia itu sendiri secara berkesinambungan.

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa
dipelihara dengan baik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu

lebih memperhatikan keserasian aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan,

Salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi pasca jatuhnya rezim
Orde Baru adalah mempercepat pemulihan kondisi ekonomi yang hancur akibat
diterpa krisis ekonomi dan moneter. Percepatan pemulihan ekonomi ini bertujuan
untuk membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah serta
koperasi melalui pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupial pada tingkat
vang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianva
likmiditas yang sesuai kebutuhan. Pemerintah mengembangkan kebijakan industri,
perdagangan dan investasi dalam rangka mengembangkan daya saing global
dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan ketja dan
kesempatan berusaha bagi segenap rakvat serta seluruh daerah melalui
keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif,
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Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan
lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha
kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin
yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi
pasar untuk tujuan bisnis. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui
banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan,
kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah
melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.

Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu yang ampuh
dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika
pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar
pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat
mereka (the extreme poor) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan
produktif. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun
memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) atau masyarakat
yang berpenghasilan rendah (lower income), mereka memiliki penghasilan,
meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan Jenis pinjaman mikro
yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.

Badan Kredit Desa (BKD) boleh dibilang sebagai tonggak sejarah
berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya
Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat,
Lumbung Desa dan Bank Desa kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit
Desa (BKD), vang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil
di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro.
Secara yuridis pembentukan Badan Kredit Desa (BKD) didasarkan pada
Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tentang aturan untuk mengurus bank dan
lumbung desa di wilayah Jawa dan Madura. Dalam Staatsblad tersebut juga
disebutkan perihal pengawasan dilakukan oleh Algemeene Volkscrediet Bank
(AVB), yang pada saat ini pengawasan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia
(BRI).
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Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0.31/63/KEP/DIR
Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan BKD Oleh PT.
Bank Rakyat Indonesia (BRI).Tbk, BRI saat ini melaksanakan tugas sebagai
pendamping atau sebagai pembina dan pengawas BKD, mulai dari bagaimana
cara menilai calon peminjam, jenis cicilan pinjaman yang cocok untuk calon
anggota, besarnya pinjaman anggota, mengadministrasikan usaha simpan pinjarn,
pengelolaan uang Kas, memberikan bantuan modal kerja, mengatur cara
penggajian para Juru Tata Usaha (JTU) dan Komisi BKD, mendidik JTU dan
Komisi BKD dan sebagainya.

Semua kegiatan pendampingan tersebut diatas dimaksudkan agar BKD
mampu membiayai sendiri usahanya, dapat memupuk permodalan dan dapat
membantu masyarakat pedesaan anggota BKD dalam meningkatkan usahanya
maupun  meningkatkan  penghasilannya sehingga dapat meningkatkan
perekonomian di pedesaan.

Keberadaan Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Jember pertama kali
pada tahun 1973 yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai
kekayaan desa adat. Dalam hal permodalan BKD mendapat pinjaman permodalan
dari BRI. Pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan. penggunaan,
dan pemanfaatan BKD yang hanya ditujukan untuk usaha usaha produktif bagi

warga desa adat tersebut maupun untuk kepentingan lembaga desa.

Badan Kredit Desa (BKD) yang semula merupakan lembaga penyalur
kredit mikro bagi masyarakat pedesaan dalam perkembangannya telah bertambah
fungsi dengan pengukuhan secbagai Bank Perkreditan Rakyat yang dapat
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan
berdasarkan pasal 58 Undang undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang
telah di perbaharui dengan Undang Undang No 10 Tahun [998 Tentang
Perbankan, bahwa: “Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,
Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit
Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil
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(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa
(BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu
diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakvat berdasarkan Undang-undang ini
dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.”

Dengan adanya penyesuaian fungsi tersebut, dimanfaatkan oleh Juru Tata
Usaha (JTU) BKD Rambipuji bernama Karto Sudiono untuk menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menawarkan bunga 5% setiap
bulan, hingga akhimya pada bulan Februari tabun 2002 pembayaran bunga
sebesar 5% tersebut tersendat dan tidak terbayarkan kepada para nasabah.
Sehingga para nasabah menderita kerugian dengan hilangnya tabungan sebesar
kurang lebih 3.3 milyar rupiah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan penulis untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGGELAPAN TABUNGAN
OLEH JURU TATA USAHA BADAN KREDIT DESA RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

1.2. Ruang Lingkup

Penguraian isi suatu tulisan perlu kiranya dijelaskan adanya suatu ruang
lingkup permasalahan. Hal ini akan memberikan kepastian terhadap masalah yang
diteliti. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai ganti rugi dana
nasabah akibat penggelapan tabungan oleh juru tata usaha badan kredit desa

rambipuji khususnya terkait dengan aspek hukum perdatanya.

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka terdapat tiga
permasalahan pokok vang akan dibahas dalam bab II1 (Pembahasan) skripsi ini,

yaitu
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1. Apa sajakah wewenang Juru Tata Usaha (JTU) Badan Kredit Desa?

2. Siapa sajakah pihak pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian
Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji?

3. Bagaimanakah Hak Ganti Rugi Nasabah Badan Kredit Desa
Rambipuji Akibat Penggelapan dana Nasabah yang dilakukan oleh
Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Rambipuji?

1.4, Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut :

Tujuan Umum
a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna
meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu vang
didapat dari proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember,
sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui wewenang Juru Tata Usaha (JTU) Badan Kredit Desa.

2. Untuk mengetahui pihak pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian
Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji.

Lk

Untuk mengetahui Hak Ganti Rugi Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji
Akibat Penggelapan dana Nasabah yang dilakukan oleh Juru Tata Usaha
Badan Kredit Desa Rambipuji.

L.5. Metodologi Penelitian
Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, termasuk skripsi ini maka
diperlukan suatu cara atau metodologi, baik dalam proses pengumpulan data

maupun dalam menganalisis permasalahan dan memudahkan perumusan suatu
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kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan. Penelitian hukum adalah
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud
Marzuki, 2005: 35).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu : “Pendekatan undang-
undang (Statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” (Peter
Mahmud Marzuki, 2005: 93)

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

. fﬁ;da tiga sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi

ini yaitu:

1.5.2.1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum vang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusn-putusan hakim. (Peter
Mahmud Marzuki, 2005: 141)

1.5.2.1. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jumnal-jurnal
hukum. komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud

Marzuki. 2005: 141)

1.5.2.1.Sumber Bahan Non Hukum
Sumber bahan non hukum dapat berupa buku buku ilmu politik,

ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan
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penelitian  non hukum, jurnal-jumal non hukum sepanjang
mempunyai relevansi dengan topik penelitian. (Peter Mahmud
Marzuki, 2005: 143)

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
1.5.3.1. Penelitian di Lapangan

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para
pihak yang terkait dengan objek penelitian dengan maksud untuk
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,
motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.
Wawancara dapat dijadikan bahan hukum sebagaimana dalam
penelitian  sosial  apabila wawancara dilakukan  dengan
mengemukakan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 165).
Wawancara dilakukan kepada pihak pihak terkait yaitu pihak BKD,
pihak BRI pihak nasabah BKD Rambipuji dan pihak Pemkab
Jember.

1.5.3.2 Studi Literatur
Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan bahan vang dilakukan
dengan jalan studi dokumenter peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen (arsip), ilmu-ilmu sosial yang relevan, maupun
bacaan-bacaan lain guna mencari konsepsi-konsepsi. teori-teori,
pendapat-pendapat  maupun penemuan yang berhubungan erat
dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk  membantu
pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan. (Simanhadi

Widyaprakosa.dkk.1998:18).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum
Analisa bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. [lal ini sesuai
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dengan karakter preskriptif hukum. Berbeda dengan penelitian
dalam keilmuan yang bersifat deskriptif vang menguji kebenaran ada
tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
(Peter Mahmud Marzuki, 2003: 35)
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan badan usaha milik desa vang
beroperasi diwilayah kerja desa dan dikelola sebagai perusahaan tersendiri dan
terpisah dari kekayaan lain milik desa. BKD scbagai lembaga keuangan
mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau intermediary antara para
pemilik modal (uang) dengan para pihak yang memerlukan modal ditingkat
pedesaan, sehingga mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu dapat membantu
penduduk desa yang kelebihan uang untuk sementara ditabung di BKD atau
mendidik masyarakat untuk menabung, dan memberikan bantuan modal kerja
kepada pengusaha mikro yang tidak dapat dilayani oleh bank umum,

Dalam menjalankan operasinya BKD ditingkat desa dipimpin oleh seorang
komisi I yang ex-officio adalah Kepala Desa setempat yang membawahi komisi 11
sebagai kasir dan komisi Il sebagai juru tagih yang diangkat oleh Badan
Perwakilan Desa (BPD) serta seorang Juru Tata Usaha (JTU) sebagai staf
administrasi yang diangkat oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan dari
pengawas BKD atau Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Juru Tata Usaha (JITU) BKD pada dasamya hanya berwenang dalam urusan
administrasi saja, akan tetapi dalam prakteknya didapati adanya tindakan vang
over laping atau tindakan yang melebihi batas kewenangan dan tugasnya. Hal ini
terjadi pada Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuiji Kabupaten Jember (selanjutnya
disebut Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji, dimana saudara Karto Sudiono
sebagai JTU pada BKD Rambipuji telah melakukan kegiatan penghimpunan dana
dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Pembangunan Desa (TABANAS) BKD
dan menjalankan operasional BKD selayaknya Komisi | sehagai pimpinan
tertinggi di tingkat desa.

Karto Sudiono mulai menjabat sebagai Juru Tata Usaha (JTU) BKD
Rambipuji pada tahun 1999 dan sejak saat itu pula melakukan penghimpunan
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BAB I1
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan badan usaha milik desa yang
beroperasi diwilayah kerja desa dan dikelola sebagai perusahaan tersendiri dan
terpisah dari kekayaan lain milik desa. BKD sebagai lembaga keuangan
mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau intermediary antara para
pemilik modal (uang) dengan para pihak yang memerlukan modal ditingkat
pedesaan, sehingga mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu dapat membantu
penduduk desa yang kelebihan uang untuk sementara ditabung di BKD atau
mendidik masyarakat untuk menabung, dan memberikan bantuan modal kerja
kepada pengusaha mikro yang tidak dapat dilayani oleh bank umum,

Dalam menjalankan operasinya BKD ditingkat desa dipimpin oleh seorang
komisi I yang ex-officio adalah Kepala Desa setempat yang membawahi komisi 11
sebagai kasir dan komisi Il sebagai juru tagih yang diangkat oleh Badan
Perwakilan Desa (BPD) serta seorang Juru Tata Usaha (JTU) sebagai staf
administrasi yang diangkat oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan dari
pengawas BKD atau Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Juru Tata Usaha (JTU) BKD pada dasarnya hanya berwenang dalam urusan
administrasi saja, akan tetapi dalam prakteknya didapati adanya lindakan yang
over laping atau tindakan yang melebihi batas kewenangan dan tugasnya. Hal ini
terjadi pada Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji Kabupaten Jember (sclanjutnya
disebut Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji, dimana saudara Karto Sudiono
sebagai JTU pada BKD Rambipuji telah melakukan kegiatan penghimpunan dana
dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Pembangunan Desa (TABANAS) BKD
dan menjalankan operasional BKD selayaknya Komisi | sebagal pimpinan
tertinggi di tingkat desa.

Karto Sudiono mulai menjabat sebagai Juru Tata Usaha (JTU) BKD
Rambipuji pada tahun 1999 dan sejak saat itu pula melakukan penghimpunan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

dana dari masyarakat dalam bentuk TABANAS BKD dengan menjanjikan bunga
atau jasa simpanan sebesar 5% setiap bulannya. Di tengah himpitan dan
kekacauan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia banyak
masyarakat Desa Rambipuji dan beberapa desa lainnya yang masih termasuk
lingkup kerja Karto Sudiono tertarik mempercayakan uangnya dan menjadi
nasabah di BKD Rambipuji. Tidak sedikit pula diantara masyarakat tersebut
merupakan  pensiunan lembaga pemerintah yang mempercayakan pesangon
pensiunnya dan pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang mengambil
pijaman di instansi tempat mereka bekerja untuk ditabung di Badan Kredit Desa
(BKD) Rambipuji.

Selain adanya tawaran pemberian bunga atau jasa simpanan yang besar,
kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan uangnya di BKD Rambipuji
didorong dengan adanya suatu bukti tabungan yang berupa buku tabungan
TABANAS BKD yang disampul depannya terdapat tulisan “Tabungan
Pembangunan Desa, BKD Binaan BRI” berlogo Bank Rakyat Indonesia (BRI),
dan proses tabungan dilayani di kantor BKD Rambipuji. Nasabah BKD
Rambipuji sampai tahun 2002 berjumlah 387 nasabah dengan total simpanan
sebesar kurang lebih 3,3 milyar rupiah.

Pada bulan Februari tahun 2002, pembayaran bunga tabungan sebesar 5%
mulai tersendat. Hal ini diketahui karena adanya kebiasaan beberapa nasabah yang
hanya mengambil bunga tabungan saja setiap bulan. Kecurigaan nasabah dengan
adanya ketidakbercsan terhadap tabungan mercka semakin menjadi ketika
beberapa nasabah juga berusaha menarik tabungannya. Berita tentang ketidak
beresan tabungan ini kemudian merebak ke semua nasabah BKD Rambipuji. Para
nasabah berusaha untuk menarik tabungan di BKD Rambipuji, akan tetapi usaha
warga untuk menarik tabungannya sia-sia karena kantor BKD Rambipuji tidak
pernah buka pada jam kerja dan JTU BKD Rambipuji (Karto Sudiono) tidak dapat
ditemui baik di kantor maupun rumahnya. Akhirnya pada bulan Mei 2002,
nasabah BKD Rambipuji melaporkan Karto Sudiono ke polisi dengan tuduhan
telah menggelapkan dana tabungan nasabah. Karto Sudiono akhimya dinyatakan
bersalah telah melakukan tindakan penggelapan berkaitan dengan pekerjaan oleh
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Pengadilan Negeri Jember tertanggal 20 Februari 2003 dengan nomor perkara No:
497/PID.B/2002./PN.JR. diputus dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun
dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).

Pada bulan Oktober 2002, para nasabah melakukan unjuk rasa dikantor
Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Jember yang juga merupakan kantor
Koordinator Badan Kredit Desa Kabupaten Jember. Para nasabah berunjuk rasa
menuntut pertanggungjawaban Badan Kredit Desa (BKD) dan Bank Rakyat
Indonesia (BRI) sebagai pengawas dan pembina BKD mencairkan dana nasabah
BKD Rambipuji. Hasil dari unjuk rasa ini adalah adanya surat pernyataan yang
ditandatangani saudara Akuwan yang bertindak untuk dan atas nama Koordinator
BKD Jember tertanggal 14 Oktober 2002, yang berisi sanggup untuk mencairkan
tabungan nasabah BKD Rambipuji sesuai kemampuan keuangan dan musyawarah
dengan perwakilan nasabah yang saat itu diwakili oleh Ny. Emmy Koertiyastining
dan Bpk. Abdul Kholik. Pada saat itu BKD Jember menawarkan penggantian
sebesar 1.2 milyar rupiah. Akan tetapi, perwakilan nasabah menolak dengan
alasan jumlah tabungan nasabah yang telah digelapkan oleh Karto Sudiono lebih
dari nilai yang ditawarkan. Pada bulan yang sama juga diadakan pertemuan antara
pihak nasabah, BKD, BRI, BI yang dimediatori oleh Bupati. Dalam pertemuan ini
ganti rugi yang ditawarkan kepada nasabah sebesar 1.4 milyar rupiah, penggantian
ini juga ditolak oleh perwakilan nasabah dengan alasan yang sama.

Dalam kenyataanya, pencairan tabungan tersebut tidak terealisir. Pada bulan
Desember tepatnya pada malam takbir Idul Fitri 1423 Hijriah. BKD Jember
melalui perwakilan nasabah mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000,- {tujuh
ratus limapuluh juta rupiah) di kediaman Bpk Abdul Kholik. Menurut keterangan
perwakilan dana tersebut bukanlah pencairan tabungan, tetapi sumbangan dari
Badan Kredit Desa (BKD) Jember. Dalam pencairan sumbangan itu terdapat
kejanggalan-kejanggalan antara lain: bagi para nasabah vang ingin mendapatkan
uang sumbangan yang besarnya tidak sesuai dengan jumlah tabungan. para
nasabah harus menyerahkan buku TABANAS BKD asli dan diharuskan cap
Jempol pada kwitansi dan daftar realisasi pencairan kosong. Sebagian nasabah
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menerima syarat tersebut untuk mendapatkan uang sumbangan karena himpitan
kebutuhan menjelang hari raya. Sebagian warga yang tidak sepakat dengan pola
pemberian sumbangan itu membentuk forum nasabah sendiri karena menganggap
telah terjadi konspirasi jahat antara BKD Jember dengan perwakilan nasabah
pimpinan Ny. Emmy Koertiyastining untuk menjebak nasabah dan upaya
menghilangkan barang bukti buku tabungan TABANAS BKD.

Forum Nasabah BKD Rambipuji yang baru beranggotakan 37 nasabah
dengan jumlah tabungan Rp. 734,000.000,- (Tujuh Ratus Tigapuluh Empat Juta
Rupiah) kemudian menunjuk perwakilan berjumlah empat orang yaitu: Bpk.
Ruba’l, Bpk. Koesnadji, Ibu. Nuryati Suudiyah dan Bpk Joko Santoso. Forum
Nasabah ini didampingi oleh Lembaga Konsultasi Dan Advokasi Publik (LKAP)
Jember menempuh jalur non litigasi dengan melakukan upaya upaya negosiasi
dengan pihak-pihak terkait, karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari
pihak BKD Jember dan BRI Jember kemudian pada tanggal 10 September 2003
mengadakan pertemuan di gedung DPRD Kabupaten Jember dengan semua pihak
terkait, baik dari BKD Jember, BRI Jember maupun Pemkab Jember yang
dimediatori oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jember. Pertemuan tersebut juga
tidak menemukan hasil yang memuaskan dan sempat muncul sebuah wacana
untuk menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan perdata.

Upaya hukum perdata sebenarnya menjadi salah satu solusi untuk
mendapatkan kembali dana tabungan para nasabah, Tetapi karena terbentur biaya,
sampai saat ini upaya hukum tersebut belum terlaksana dan tabungan nasabah
BKD Rambipuji belum tercairkan dan lembaga-lembaga terkait seperti BKD
Jember maupun BRI sebagai pembina dan pengawas BKD melepas tanggung

jawab.
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2.2. Dasar Hukom
1. Staatsblaad tahun 1929 Nomor 357:

a. Pasal 1

(1) Kecuali kalau dalam hal yang luar biasa ada 1jin yang diberikan dengan
Janjinya oleh Regenstchapsraad sepakat dengan Directeur Centrale Kas, maka
desa tidak boleh menjalankan perusahaan kredit, kalau tidak dengan pengawasan
Centrale Kas atau pengawasan orang atau badan yang dikuasakan oleh. Directeur
Centrale Kas sepakat dengan Regentschapsraad ongkos pengawasan
(controlekosten) itu harus dibayar oleh bank desa dan lumbung desa sendiri

(2) Directeur Centrale Kas menentukan siapa yang dipandang plaarselijk amtenar
Centrale Kas menurut pasal-pasal yang berikut.

b. Pasal 2 :

(1) Menurut tarif yang ditetapkan olch Directeur Binnenladsch Bestuur (Bupati
setempat) tiap-tiap tahun, sebelum 1 Maret maka uiittik tiap-tiap kabupaten,
Directeur Centrale Kas menetapkan jumlah ongkos yang tersebut dalam pasal 1
tadi.

(2) Dengan mengingat porstel plaatselijk Amtenar Centrale Kas yang harus
diinasukkan sebelum tanggal 1 Mei, maka tiap-tiap tahun Regenstchapsraad
menetapkan cara membagikan ongkos yang dimaksud dalam ayat pertama antara
sekalian bank dan lumbung itu. Beslit menctapkan cara membagi ongkos dan
menetapkan urunan itu harus diadakan sebelum tanggal 5 juni, begitu pula hal
menyerahkan salinan yang sah dari Beslit itu kepada Directeur Centrale Kas dan
kepada Volkscredietbank yang tersebut dalam ayat pertama pasal 12, Kalau ada
tanggal itu belum ada beslit maka bolehlah Directenr Centrale Kas memberi
keputusan hal ketetapan itu.

(3) Dalam hal luar biasa maka Regentschapsraad mufakat dengan Directeur

Centrale Kas boleh membebaskan pernbayaran, baik sama sekali baik sebaliknya,

¢. Pasal 3 :

Amtenaar Centrale Kas, begitu pula orang dan badan lain-lain yang diserahi
menjalankan pengawasan yang tersebut dalam pasal 1 berhak masuk kesegala
kepunyaan, rumah dan lokal bank dan lumbung desa ying ada dalam
pengawasannya, dan memeriksa segala buku dan surat-suratnya dan kasnya.
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d. Pasal 4:

Centrale Kas wajib memberi segala keterangan yang dikehendaki oleh
Regentschapsraad dan oleh amenar B.B. tentang bank dan lumbung desa yang
ada dalam pengawasannya dalam ressort Regentschapsraad atau amtenar B.B. itu.

e. Pasal 5;

(1). Aturan tentang mendirikan, menghapus, menutup sementara tempo menguasai
dan mengurus bank dan lumbung desa ditetapkan dengan timbangannya
plaatselifk amtenaar centrale kas.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diperbaharui
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari
(LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan
Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau
lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai
Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi
persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365.
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366.
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian
atau kesembronoannva.

Pasal 1367,

Sescorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan
barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab alas kerugian yang disebabkan oleh
anak-anak yang betum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa
mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali,

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-
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urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh
pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan
kepada orangorang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang
disebabkan oleh murid muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu
orangorang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru
sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing
tidak dapat mencegah perbuatan atas nama mereka seharusnya
bertanggungjawab.

4.Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

pasal 19

(1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih
Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit
Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan,
Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang
dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri
Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat,

(2) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri
sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dan belum ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri
Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0. 31/63/KEP/DIR Tahun 1998
tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan BKD oleh PT. Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Thk.

Pasal 2

(2) Pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) dilakukan sesuai
petunjuk dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

(1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia:

a. Rekapitulasi neraca laba rugi BKD.

b. Analisa mengenai BKD yang mengalami perkembangan yang kurang
mengembirakan  disertai sebab-sebab dan kendala vyang kurang
menggembirakan yang dihadapi serta usul dan atau pertimbangan mngenai
tindak lanjut yang diperlukan.

¢. Analisa mengenai BKD yang kemungkinan dapt beroperasi sebagai BPR
baik dari jumlah permodalan maupun total asset.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan secara
triwulan oleh:
(b) Kantor wilayah dan kantor cabang bank kepada Bank Indonesia selempat,
untuk BKD yang berada di wilayah kerja kantor wilayah dan kantor cabang yang
bersangkutan.
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2.3. Landasan Teori

23.1. Tabungan

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah
diperbaharui dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
dalam pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan vang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
letapi tidak dapat ditarik dengan cek. bilyet giro. dan atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

Dercgulasi Perbankan dengan paket kebijakan Oktober 1988 memberikan
pengaruh pula terhadap kegiatan penghimpunan dana melalui tabungan. Semenjak
itu semua bank diperkenankan mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja masih ada batasan-batasan
yang tidak boleh dilanggar dalam penyelenggaraan tabungan itu, antara lain:

a. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam bentuk rupiah (untuk beberapa
bank diperkenankan tabungan dengan valuta asing)

b. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank tersebut atau
alat yang disediakan untuk itu, misal: ATM dan tidak dapat dilakukan dengan
menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah lain yang sejenis.

¢. Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan

saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum,

1. 3.2, Badan Kredit Desa
2.3.2.1. Sejarah Perkembangan

A. Sejarah Berdirinya
Berdirinya Badan Kredit Desa tidak dapat dipisahkan dari berdirinya, 4 VB
(Algemeene Volkerediet Bank) - yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia -
pada sekitar tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi
pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan kegagalan panen secara luas

akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama,
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Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di
Purwokerto yaitu De Wolf Van Westerrode, berusaha membentuk kelempok-
kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan musim paceklik
yang sering terjadi terutama di Jawa. Kelompok Swadaya Masyarakat ini berdiri
dengan landasan (Prinsip) Koperasi Reifeizen di Jerman yang dalam prakteknya
di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, dimana hal tersebut sudah
biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsip gotong royong. (Bank
Rakyat Indonesia, 2002:2)

Menanggulangi musim paceklik yang selalu menghantui keadaan ekonomi
di pedesaan tersebut, maka Kelompok Swadaya masyarakat yang berdasarkan
Rembug Desa pada tahun 1897 di wilayah Karesidenan Banyumas - Purwokerto
didirikan 250 buah Lumbung Desa.

Sejarah perkembangan BKD dapat dibagi menjadi 5 (lima) masa yaitu:

a. Masa Pertumbuhan (1897 - 1912)

Badan Kredit Desa dalam masa ini sedang mencari bentuk Badan
Perkreditan yang sesuai dengan keadaan daerah, adat istiadat.dan perkembangan
Jamannya. Pada tahun 1897 seorang asisten residen di Banyumas De Wolf Van
Westerrode mendirikan Lumbung Desa di wilayahnya sebanyak 250 buah.
Setahun sebelumnya pada tahun 1896 Patih Purwokerto Raden Bei Ara
Wiriatmadja telah mendirikan Bank yang disebut Bank Priyayi untuk kepentingan
kaum pamongpraja. Bank ini belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat
desa karena sifatnya yang khas, Schingga De Wolff Van Westerrode mempunyai
gagasan bahwa perkreditan di desa sebaiknya dselenggarakan olch Badan
Perkreditan di desa oleh penduduk desa itu sendiri atas dasar prinsip - prinsip
koperasi. Gagasan ini timbul setelah beliau melihat pengalaman di desanya
(Jerman) yang disebut sistem Raiffeisien Stelsel yaitu suatu usaha perkreditan
yang dilakukan olch penduduk desa dengan modal dari penduduk itu pula. Sistem
ini oleh De Wolff dianggapnya sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena
diketahui bahwa masyarakat di desa sudah terbiasa bekerjasama, bantu membantuy
atau gotong royong. (Bank Rakyat Indonesia, 2002:3)
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Ide ini ternyata tidak dapat dilaksanakan dan perkembangannya
menyimpang dari tujuan semula yang disebabkan oleh
I Rakyat masih banyak yang buta huruf, kurang pendidikan dan pengetahuan.

2. Masih belum dapat memahami ide koperasi dengan segala bentuknya.

3. Keadaan perekonomian dan pertanian di desa menurun karena bencana alam.
(Bank Rakyat Indonesia, 2000:3)

Baru pada tahun 1905 didirikanlah Bank desa di daerah Purwokerto. Pada tahun

1908 oleh Pemerintah Pusat dikeluarkanlah buku pedoman untuk mendirikan,

mengatur dan mengurus serta mengawasi Badan-Badan Kredit Desa setelah

ditambah, dirubah dan sebagainya.

b. Masa Konsolidasi (1912 - 1934)

Masa konsolidasi dimulai dengan didirikannya suatu lembaga dinas
perkreditan pada tahun 1912 yang bernama Dienst voor het volkcredietwezen yang
bernaung dibawah Depatemen Dalam Negeri. Pembentukan dinas ini
dimaksudkan untuk menyempumakan pengawasan dan pimpinan atas BKD yang
khusus dan berdiri sendiri tetapi tetap dipelihara hubungan erat dengan pamong
praja.

Pimpinan dipegang oleh Adviseur Van VCW yang bertugas memberikan
garis-garis besar dalam menjalankan kebijaksanaan perkreditan dan pengawasan
dilakukan oleh Inspektur, Ajun Inspektur sampai ke Mantri-mantri Lumbung.

De Wolff' van Westerrode walaupun gagal dalam usahanya mendirikan
Badan Perkreditan di desa atas dasar koperasi tetapi ia percaya bahwa dengan
Jalan memasukkan unsur-unsur koperasi, akhimya badan ini akan menjadi
koperasi mumi.
¢. Masa Usaha Koordinasi (1934 - 1942)

Pada masa usaha koordinasi, perkreditan ditingkat desa ini dimulai dengan
terbentuknya AVB sebagai badan likuidasi dari central kas berdasarkan Staatshlad
82 tanggal 19 Februari 1934 Presiden Direktur Pertama ditunjuk Mr. Th. A. Fruin.
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Berdirinya AVB menyebabkan dibubarkannya central kas sehingga tugas
dari cenral kas diserahkan kepada AVB. dan AVB bertindak juga sebagai
Pengawas dan Badan Kredit Desa.

Mulai dari AVB inilah baru terdapat adanya suatu kesatuan organisasi dan
administrasi, pada Volksbankken dan semua Volksbank didaerah dijadikan cabang
dari AVB yang berkantor pusat di Jakarta (dibawah satu Komando) sesuai SK
Direksi AVB No. 143 November 1934,

d. Masa Penderitaan (1942 - 1952)

Akibat dari pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, praktis
dibeberapa tempat Badan Kredit Desa lumpuh, bahkan sebagian besar tidak
bekerja. Bank-bank desa mengalami kemacetan karena turunnya nilai uang.
Kebutuhan akan jumlah kredit bertambah, sedang modal relatif turun. Dan yang
paling dirasakan oleh Badan Kredit Desa adalah banyak di beberapa daerah yang
tidak menyalurkan kredit.

Keadaan penderitaan ini berlangsung terus sampai jauh sesudah
Kemerdekaan Nasional tercapai.
€. Masa Pemulihan (1952 - sekarang)

Banyaknya bank-bank desa yang tidak menyalurkan kredit hingga tahun
1950 maka mulai tahun 1952 Pemerintah menyediakan modal sebesar Rp. 150
Juta untuk tambahan modal kepada Badan Kredit Desa dan Koperasi Kredit yang
sementara masih terbatas pada Jawa dan Madura (karena Badan Kredit Desa
hanya berada didua daerah tersebut) guna keperluan permulaan dalam masa
pemulihan.

Terbentuknya Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN). mulai tanggal 1
November 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(PERPU) No. 41 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 128 tahun 1960) serta
dileburnya Bank Rakyat Indonesia kedalam BKTN berdasarkan Perpu No. 42
tahun 1960 (Lembaran Negara No. 129 tahun 1960) maka lugas pengawasan Bank
Rakyat Indonesia atas bank dan lumbung desa diteruskan oleh BK IN.
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Selama dalam pengawasan BKTN dapat dikatakan perkembangan BKD
kurang menggembirakan, disebabkan kurangnya modal kerja BKD seria
kurangnya perhatian pemerintah pusat.

Keluarnya Ketetapan Presiden RI No. 8 dan 9 tahun 1965 Lembaran
Negara No. 46 maka BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia vang tidak
lama kemudian berubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit 11,
maka fungsi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II (sebagai pengawas) tidak
mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat
integral, karena masih ada instansi lain yang lebih kompeten terhadap Badan
Kredit Desa.

Struktur organisasi Badan Kredit Desa dan Struktur Koordinasi Organisasi
Badan Kredit Desa adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Badan Kredit Desa

Komisi |
Komisi 11 Komisi ITI Juru Tata Usaha
(JTU) Badan
Kredit Desa
Keterangan :
a Komisi I : sebagai ketua komisi betanggung jawab penuh terhadap maju

mundumya BKD

b Komisi IT : scbagai kasir bertanggung jawab atas segala masalah keuangan
pada Komisi |

¢ Komisi III : sebagai Juru tagih bertanggung jawab atas kelancaran angsuran
pinjaman nasabah

d JTUBKD : scbagai Tenaga Pembuku dan Administrasi BKD.
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2. Struktur Koordinasi Badan Kredit Desa

Kanpus BRI BI Pusat Depdagri
Kanwil BRI BI DATI I
Knnna BR-I! L L e T LT L P LR TR T TR T P s p ey LR e R L L TR TR R T TR IR S— PEM-DA
Pengawas
Mantri BKD BKD
Keterangan:

: Garis Komando

Rk S : Gans Koordinasi

2.3.2.1 Landasan Berlakunya Badan Kredit Desa

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi
di wilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari
kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

Dasar Hukum Lembaga ini adalah Ordonansi Badan Kredit Desa yang
termuat dalam Staatsblad 357 tahun 1929, Rijksblad No, 9 tahun 1937 untuk.
daerah Kadipaten Paku Alaman dan Rijksblad No. 3/H tahun 1038 untuk daerah
Kasultanan yang menyangkut Pengawasan, Mengurus dan menjalankan tata
usaha, keuangan dan harta lainnya.

Staatsblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, pasal 58 yaitu :

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai. Lumbung Pitih Nagari
(LPN), Lembaga Perkreditan desa (LPD), Badan Kredit Des: (BKD), Badan
Kredit Kecamatan (BKK), kredit Usaha Rakyat Kecil (Kl RK), Lembaga
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Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau
lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai
Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi
persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Dasar hukum diatas diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No 7
Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat :

pasal 19

(3) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih
Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit
Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan,
Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang
dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri
Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

(4) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri
sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dan belum ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri
Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat diperjelas lagi dengan :
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/63/KEP/DIR Tahun 1998
Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BKD oleh PT. BRI (Persero)
Tbk
a. Pasal 2 :

(2) "pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa dilakukan sesuai petunjuk
dan/atau pedoman vang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

2.3.2.1 Pengertian Juru Tata Usaha (JTU)

JTU Badan Kredit Desa (BKD) adalah pegawai Badan Kredit Desa (BKD)
bukan pegawai negeri atau pegawai kelurahan yang diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atau Walikotamadya atas usul Pengawas BKD (Pimpinan Cabang
BRI), yang memiliki tugas dan wewenang dalam urusan administrasi. (Bank
Rakyat Indonesia, 2000:12)
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2.3.3. Pengertian Ganti rugi

Pengertian tentang ganti rugi tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman
dan pengertian mengenai kerugian, karena pada dasarnya ganti rugi merupakan
penggantian terhadap terjadinya kerugian. Asser-Rutten menjelaskan kerugian
sebagai segi yang tidak menguntungkan yang diderita seseorang sebagai akibat
suatu kejadian tertentu (dalam Setiawan. 1992: 329). Schut berpendapat kerugian
dalam arti yuridis adalah kerugian yang secara abstracto (dapat) memperoleh
penggantian yang diderita dalam suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
(dalam Setiawan, 1992: 329). Sedangkan Hoffman-Drion membedakan tiga
macam kerugian. Yaitu:

I. Kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan.

2. Kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita
memilliki kepentingan.

3. Kerugian im-materiil yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan
bagi seseorang.

Demikian juga mengenai ganti rugi, banyak pendapat yang muncul berkaitan
dengan pengertian ganti rugi. Hal ini didasarkan pada sudut pandang
permasalahan yang dihadapi. Selain itu pengertian ganti rugi selalu dilekatkan
pada obyek hukum yang secara langsung berkaitan.

Munir Fuady (2002: 67), memberikan beberapa pengertian tentang ganti rugi
antara lain:

a. Ganti rugi nominal: Ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang meskipun
kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi
tidak ada kerugian material sama sekali.

b. Ganti rugi aktual / actual damages: Ganti rugi kerugian vang benar-benar
diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai
rupiah

¢. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum: Suatu bentuk ganti Tugi
yang dibebankan kepada orang vang telah menimbulkan kesalahan kepada
pihak yang dirugikannya
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d. Ganti rugi umum: Ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk
kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan

dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hokum

. Ganti rugi kompensasi (compensatory damages): Ganti rugi yang
merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang
benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan
hukum.

f. Ganti rugi tetap: Suatu ganti rugi yang jumlahnva telah ditetapkan secara
pasti dan sudah disebutkan dalam kontrak tersebut, sungguhpun kerugian
pada saat itu belum terjadi

Hoffman-Drion berpendapat ganti rugi memiliki macam-macam arti, yaitu;

a. Penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena
adanya perbuatan melanggar hukum.

b. Pemulihan ke dalam keadaan semula, yakni keadaan sebelum terjadinya

perbuatan melanggar hukum (herstel in natura-restitutio in integrum)

¢. Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada
keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum.

d. Penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang
ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum,
(dalam Setiawan.1992: 330)
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4. 1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

I. Tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangan Juru Tata Usaha (JTU)
Badan Kredit Desa berdasarkan buku Organisasi dan Kepegawaian Badan
Kredit Desa adalah hadir tepat waktu pada hari kerja yang telah ditentukan,
memberi keterangan kepada komisi tentang pembayaran kembali pinjaman
dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, mencocokkan cap jempol /
tanda tangan anggota peminjam antara Model VII dengan model V,
memasukkan tiap-tiap transaksi kedalam buku-buku yang telah ditentukan,
meminta tanda penerimaan (kuitansi) untuk tiap pengeluaran  uang,
mencocokkan saldo kas fisik dengan pembukuan pada setia akhir hari
pelayanan, memberi keterangan kepada komisi mengenal anggota peminjam
yang menunggak dan sisa pinjamannya, bersama-sama komisi memasukkan
ataupun membuka buku-buku dan saldo kas dari dan ke dalam brankas yang
disaksikan oleh Komisi I dan Komisi II, membuat laporan baik laporan
bulanan, triwulan maupun laporan akhir tahun dan laporan lainnya, segera
melaporkan kepada Mantri apabila diketahui ada penyimpangan oleh Komisi
Badan Kredit Desa, dan bersama-sama Komisi Badan Kredit Desa melakukan
penagihan unggakan,

2. Pihak-pihak yang bertanggung gugat atas perbuatan Karto Sudiono sebagai
Juru Tata Usaha BKD Rambipuji adalah lembaga Badan Kredit Desa (BKD)
sebagai badan hukum karena perbuatan pengurus merupakan perbuatan dari
organ atau alat kelengkapan badan hukum tersebut.

3. Nasabah Badan kredit Desa (BKD) Rambipuji berhak atas ganti rugi tabungan
beserta bunga yang mestinya di dapat. Pihak-pihak yang wajib memberikan
ganti rugi atas kerugian yang diderita nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji
tidak hanya Karto Sudiono sebagai Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa. Akan
tetapi, lembaga Badan Kredit Desa (BKD) yang merupakan badan hukum

-
e
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wajib memberikan ganti rugi dana nasabah.

4.2.8aran

I Untuk menghindari terjadinya kejadian serupa hendaknya, Badan Kredit
Desa (BKD) meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan
secara kontinyu kepada seluruh pekerja yang terlibat pengelolaan BKD
dan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang
manfaat Badan Kredit Desa, operasional Badan Kredit Desa dan
kewenangan pengurus Badan Kredit Desa

2. Badan Kredit Desa hendaknya dalam menyikapi tiap permasalahan yang
timbul diantara nasabah selalu mengedepankan landasan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tidak bertindak hanya berdasarkan kepentingan
sepihak berdasarkan untung rugi dalam Badan Kredit Desa.

3. Pengawas Badan Kredit Desa supaya lebih  selektif dalam
merekomendasikan Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa dan
meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan.
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Lampiran 2

;, LAMPIRAN !
: MANK TNDONESITA |

DIRENKS]

No, 3163 IKENDIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKS!I BANIC INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN KREDIT DESA
OLEH I BANK RANKYAT INDONESIA (PERSERQO)

DIREKSI BANIC INDONESIA,

Menimbang @ a. bahwa pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa yang
didirikan di Pulau Jawa dan Madura berdasarkan Sl"'l"l'[SM"ld Tahun
1929 Nomor 357, Rijksblad Talun 1937 Nomor 9 dan Talun 1938
Nomaor 3/, merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab
M!rcnménc Volkseredie! Bank (AVD) ‘yang kemudian diubah
namanya menjadi Bank Rakyat Incdonesia dan lr::-wkh:rnmm'uh T
Bank Rakyat Indonesia (Persero):;

b Bahwen oleh karena peraturan-peraturan tersebut dilam Lutiv o di atas
telah dicabut denpan Undang-undang Nomor 7 Tahun 19972 lentang
Perbankan, maka pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa

menjinei kewenangan, tupas dan tanggung jawab Bank Indonesia:

c. hahwa Yk A~
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o Malaman 2.
SAONESRTA

¢, bahwa berhubung Badan Kredit Desa lokasinya tersebar sampai ke
dacrah pelosok pedesaan, mala peranan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) dalam melakukan {'.n::nilﬁﬂﬂnﬂ dan penpawasan terhadap
Badan Fredit Desa masih sangat diperlulean;

d. bahwa berhubung dengan itu, dan untuk lebih rfmniuglcnlknu dan
mengembangkan usaha Badan Kredit Desa serta untuk lebih
mengintensilkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dadan
Kredit Desa dipandang perlu menetapkan  ketentuan tentang
pelfaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa oleh
T Dank Rakyat indonesin (Persero) dalam Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia;

-

Mengingat @, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Senteal

(Lembaran Negara Talhun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2865);

-2

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan
(Lembaran Negara Tahon 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Nepara Nomar 3472);

L

Peraturan Pemerintah Nomoar 21 Tahun 1992 tentang Penyesunian
Bentuk  Flukum  Ranlk Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomaor 41);

I~

MEMUTUSICAN

Menetapkan @ SURAT IKEPUTUSAN DIREICST BANIC INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN

KREDIT DESA OLEH I'T BANIKK RAICYAT INDONESIA
(PERSERO).

Eﬁle'K‘.(""
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S
o INDONESTA

Halaman ,3.,

Pasal |

Dalam Sural Keputusan im yimy dimaksud dengan :

il

(1)

Badan Kredit Desa (BIKD) adalah Bank Desa dan Lumbung Desa
vang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun IE,129 Nomor 357,
Rijksblad Tahun 1937 Nemor 9 dan Tahun 1938 Nomor 3/H yang
berkedudukan di Pulau Jawa dan Madura sertn telah mendapat izin

usaha dari Menteri [euangan,

Bank adalah PT Bank Rakyat Indoncsia (Persero) scbagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintaly Nomor 21 Tahun 1992
tentang  Penyesuaian Bentuk  Mukum Dnnic'[{ukynt Indonesin
Menjadi Perusahaan Perseroan (Perscro),

_ MPasal 2

Bank  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan BIKD
berdasarkan Surat Keputusan Diveksi Bank Indonesia ini.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan sesuai petunjuk dan/atay pedoman yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat pula meminta Bank untul melakukan
pembinaan dan pengawasan lain di luar pedoman yanp dimaksud
Padin ayat (2), ' 4

Masal 3

Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia -

- 1, Rekapitulasi ¥ &
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5 Hnlanwn . .4,
. ADONESIA

0. Rekapitulasi neraca dan laba rugi BKD,

b. Analisis mengenai BKD ying mengalami perkembangan
yang kurang menggembirakan disertal scbab-sebab dan
kendala yang dihadapi serta usul dan/atau pertimbangan

mengenai tindak-lanjut yang diperlukan,

¢ Analisis mengenai BKD ying kemungkinan dapat beroperasi
sebagai BPR, baik dilihat dari Jumlah permodalan maupun
tatal aset.

(2)  Laporan schagaimana dimaksud  dalam ayat (1) hurul a

disampnikan secara triwulanan olely 3

A Iantor Pusat Dank Ic:r:*ucln Urusan Pengawasan Bank
Perlreditan Rakyat, Bank indonesin JI. MLFL Thamrin No, 2
Jakarta 10010, untuk BKD seluruh Indonesia; dun

b, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Dank kepada Kantor
Bank Indenesia selempat, untuk BKD yang bernda di
wilayal kerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Banl yang
bersangkutan,

(3)  Laporan scbapgaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul b dan
Iurul e disampaikan oleh Bank setiap akhir bulan Juni dan akhir
bulan Desember kepada Urusan Peniawasan Bank Perkreditan
Rakyat, Bank Indonesia JI, M. Thamrin No. 2 Jakarta 10010,

(+1) Bank Indonesia dapat pula meminta Bank tntule menyampaikan
laporan kepada Bank Indonesia di luar yang tercantum dalam
ayal (1),

Pasal 4}y 7~ °
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o o |

Halamay |
e INI}UNIL'{M

Pasal 4

(1) DBiaya yang  tmbul  dalam pelaksanaan Pembinaan  dan
Pengiwasan BKD scsuai Surat Keputusan inj ditanggung olel;
Bank Indonesia, ’

(2)  Bank wajib menyampaikan rencana Ecgintnn dan angparan binyn

sebagaimana dimaksud dalam aya (1) scImnbm*lnmhatuyn pada
aklir bulan September,

Pasal 5
Surat Keputusan inj mulai berlaku sejak tanggal ditgtapkan,

Aiar setinp Orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Sugat

Keputusan ini dengan pencmpatunnya dalam Berita Negara Republik
Indonesis,

Ditetapkan di - Jakarta
Pada tanggal © 9Juli 1998

DIREKS]
BANI INDONESIAVY

Fy e

Iwon Prawiranata Subario Joyosumnarte
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Lampiran 3

Peced oAl PUTUSAR

ACHsK : 497 /PID.B /2002./¥N.JR.

Majelis iakim FPengadilan Negerl Jember yang memerikca -
dan mengadill perkara-perkara Fidama dalam Peradllan tingkat -
nertama dengan scara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putu

gan sebagal béerikut dalam perkara terdakwa @ =—————————————————
N ama : LARTO SUDIONC § —=—==—- P o o e i i S R =~
Tempat Yahir B L T e e e e gt
Umur : 37 tahun ;F——;*‘h—h*—'““—‘“**'*”“'""---'-"-.
Jenis kelamin PN S AICT: . e 1 e Rt i
Yebangsaan : Indonesia ; ====-- mertmm e g =

“empet tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gug. V/57 Dusun Gudangkarang
Jesa Rambipuji Kecamatan nambipuji Kabupaten-

Jember | =—m—m—mm——mmme e et
L goamoa o I5lam i rmmemrmm—— e e e
Felerjaan : Raryawan Badan Kredit Desa ( BKD ) Ramuipuji;

Terdaltwa, diiahan dalan RULAN, sejak tanggal 1@ M3I 20:
dei seppzd ditone-auhlzn penzhananya tangpel: 3 Juli 2002 sampal

deweron tangpzl @ Z0 dpustus 2002, dan sejzk tanggzl 1 21 Agustu
R, penshannys SlEndutikon § s remte e i i

Terdskwa, didakwa melakukan perbuatan pidava sebagaimana
distur dan diancam pidama aalam pagal 1 ———————m————m——— m—————
REZATY
PRIMAIR : rasal 46 (1) U U. Nomer : i0 Tahum 1998, Jo. 64 (1) =
KUHP § =mmmmmmmmmmm e e mascas ——————
SUESIDAIR : Pasal 49 ( 1 ) sub. b U U. Nomer 10 Tahun 1498, -—
Fos B8 {1 Y HOD 3 et ok e pciitr st
EE DDA =
- Pasal 374 Jo. 64 ( 1 ) EKUHP j =—————m——mmmmom

l.ajelis Lizliim FPengadilan Megeri Jember tersebut §j ———w—e

; Telah memlace berkas perkara dari Penyidik, telah mende
ngar pembacaan surat dgkwaan dari Peruntut Umum, mendengar ket
rangan saksi-saliai, seterangan terdakwa, rmelihat adanya baraug-
oukii, seruz mendengar tuntutan pidana Penurtut Unum dam pembe—

laan lissan dari ferdakwa ;

Fenimbang drn sebagainysg § ===

["'-IET]EiI.“.-_:E['t EEr s s EE AR e AR
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Mengingat pasal i1 46 (1) U U Nomer 10 Tahun 1998 Jo Pa-
sal 64 (1) K U H P, Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) E UE P dan ==
pasal-pasal laln yang bersangkutan dan KUHAP ;

MENGADITLI 1

Menyatakan terdakwa EARTO SUDIONO, tersebut terbukti se-
cara sah dsn meyakiokan bersalsh melakukaw tindak pidapa § —=
I,"MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMP by -

il '“- IJIN USAHA DARI PIMPINAN BANE Iunonzsiiiﬂ =

5 L4
HL*  IT." PENGGLLAEAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJIAANNYAL®
'“| Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan ==
- pldona penjere selama 3 5 ( lima ) tahun, dan Pidava denda se -

besar : Rp. 2.000.000,= (dua juta rupish) Subseidair 1 (satu ) =
ulan kurungan ; =-- s e

Menetarkan masa penahanan ¥yang telah dijsalani terdakwa =
rus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan j ===

Memerintahkan agara terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan pula agar barang bukti berupa @

1. Akta Hibah No. 489, tanggal 5 Oktober 1979 atas nama Supiyah; :
2. Akata Pembagian Hak Bersama, No. 406/0G/2000, tanggal § ==—=

14 Juni 2000 ; -
5s Akta Jual Bell No. 456/10/REP/1990, tanggal 15 Bktnhor 1980=-

atas nama Gﬁnadi | ====- -——-
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 141 an. STIOE, berikut =

Apte Jual Bell ; -
gupaya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa | ==——====

l. Akta Jual sell No. 74/01/2001, atas nama KARTO SUDIONO, tang-
gal 25 Jaouari 2001 j = ————— -

2. Kwitansl tanggal 28 September 2000 penilail Rp. T500.000,= j==

7. Kwitansl tanggal 02 Januari 2001, senilai Rp.10.000,000,= ;==

4+ Hurat Fernyataan tanggal 3 Januarl 1997, Surat Pernyatasn ==
tangpal 13=10=2000 |} =====

pupayn dikembalikan kepada terdakwa ;

l. Surat Keterangan tanggal 11 Nepember 2000, kembali kepada =-—

Erwanl S5 §j =====—===-=

2+ Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2001, kemball kepada =——=—

Nia MNuranini ;

3. Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2001, kemball kepada =————=
He ABD. ADAM § == -

4. Surat Peteranpan tanggal 10 Oktober 2000, kemball kepada =

ERWANT 5E § == e e -

24- surat Sesassn AR SRe RS
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Demikimnlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Ma =
jelis Hakim Pengedilan Negeri Jember, peda hard 3§ EAMIS 4 == -
tanggal § 135 FEBRUART 2003 dengan NY PIETERSINA TAHAPARY WENHO4SE
sebogad Hokim Kotus sidang, NY. KW, MIASTUZI, SH den OER ALY SES
masing=masing sebagai Hakim anggota sidang, dan pada heri itu -ggg
juga Putusen tersebut dliucapken dalom sidsvg terbtuka untuk e
oleh Hakim Ketua sidang tersebut, dengan didampiugi olsh 1 —
NY. KW o MIASTUTI, SH dam NOER ALI , SHy masing-masing seba -
ged Hekim anggots sidang, dengan dihadiri oXeh t SRI wn.umu*m'l'g
Penuntut Umum, HARIYANTO, SH, Fanitera Pengganti sorta te

DICATAT DISTMNT 3
- Pada heri ini i§ KAMIS , tenggal 1 20 FEBRUARI 2003, terdakwa

menyatakan menerima Putusan }
- Pada hard ini @ KAMIS , tooggal 3 20 PEBRUARI 2003, Pevuntud
Umum menyataken menerima Putusan j -
- Pada hert 1 Rapui  p tenggal ; ACFEBRUART 2005, ===

Salivan Petiken Putusan ini diberikan kepada Zerdskwa / Bougis
dtl/ Penvetut-tmum-dmm OF 4 UNE) , atos permintaannys
LY

Panitera
ube pihitera Yanggantl ,

—
il
IART
|

Diserahkan kopada LZspala lembaga ‘ﬂﬂaﬂ}':ﬁmtﬂn Japber untuk di
jalankan sebagaimana mestinya } srien

Jember , tanggal 3 FEBRUARI 2003,
Penuntut Umm ,

SRI WILUDJENG . SH, L
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Lampiran 4

BADAN KREDIT DESA

OESA: JEJMJM'._ 3
KECAMATAN ; R AprRy 0037 .

NOMOR KARTU SIMPANAN : /78 -
NOMOR ANGGOTA : 47 -

NAMA o el
ALAMAT @ ARrac, Ae L.
B0, Adie o Lloyy,
ANDA PENGEMAL :
Thac .
T6L  [SANDI ! K
a8 A ol . 2 e
P.ﬁnr'__ . Lutic, SO EI_ AFwd
0,70 7B .ome a4 ) M
] | = i
p.oimt 4 per ) Jom.
Folar |8, Arwme | Llivews
.- |
b e |
Al o — -
| i
| - E
aall |
fgaEn| | )
s | I
Siun | el y = -
22 S| T A =
ok e ;‘ i |
Yy ~' I
3 1. Panyetoran
g._ Fech {tinta hitam|

2. Pengambilan
itinta merah)
3. Bunga
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Lampiran 5

e T g

Nama ~Akuwan
Umur : 34 Tahun

Pekerjaan Koordinator BKD Kal. Jem

SURAT PE RNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah inj:

ber (bertindak .

untuk dan atas nama koordinator BIKD se Kab,

Jember)

Alamat sl A, Yani No.

Dengan ini membuat pernyataan ak

sesuai kemampuan keuangan dan mus

perwakilan nasabah, dalam minggu
Surat pernyataan

I Jember:

an mencairkan tabungan nasabal

yYawarah untuk nrufakat dengan
ini. ' N

ini kami buat bersama-sama tanpa adanya

paksaan.
Jember, 14 Oktober 2002 2
Mengetabu “Kami yang membuat pernyataan
//;'/H fb{“ﬁ EMPEL /7\
ST i e M2 :
- (Marshal) <o

Porfibina BKD/BR]
Saksi

Saksi

P

Elis BudianD.SHl

oo
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ParaNasabah Tagih BKD Jember -

mulksakan, ““hli .

Lampiran 6

JEmBER, KUHMS v - Koor- Mereka diterima Kem Ho- wakilan nasabah u‘uuh‘ flp enm:n.,
dinator nasabah Badan Kredit, misl B DFRD Jember Subekti 750 juta untuk dibagikan ke ti- Eﬂlﬂlm dona ‘darl’ pihak |
Desa Kmautm B.-mblprul 'Mbnwo. dan_ ta DPRD ga wﬂ.u;rlh, yaitu lehipl.ﬂl thukuuhungmmllu:
d;nlmhngn_ Ad- '::Edm Een ' undam dan Gugut. ranmbuhd.nmintuuntul:_lg:l-
o Bnide- Suwend.l*. ‘Harltanto! Wijaya L.Akh.n tetapf.ﬂnlam‘pﬁaku-__ imhlmnhﬂmt;s;]kumlah_mn;
dan Fred 'bu-deﬁdenhlﬂZﬂnLPhn ‘haan, o terse-  yang diterima ti uni de-
ra e ‘ta- ‘nasabih . mendesak . DPRD. but, masih slmpanan;.
! di- Jember untuk bﬁ.‘ﬂhp ‘proak- dan ‘merats, “Memang ads, p!b- 3 na-
+jasa-ter doe- it - wakilar nasabah ) meTnAng
2] "Upa;,mikutmta u.nn:kme- , beroleh péncalran ;
ingkén Bank Rakyat In- nyelesaikan masalah ini, me- sMMjmmm
donesfa Jember sebggal, peng-- nandakan adanya keb-erplh:.k ra..di_ dalam - buku ‘Tabanas:
b e oD, di, kan kepada raleatkata Bayu' BED.\: *: 0 oot
minta unhﬁm_timqpikirk ot *Ha.n‘mn:ﬁ-ﬁnnk Eilntnnnl-mhln
aya pr_'n:.r:]ul.il_.n p:'mmsa-— . Mmurut kEtE'mugnn Jeasus  sabah'lain hnnynmma:l.-..
pencalran dana gg{nggelapm uang nasabgh’ mapemhaglnn antara 15 = 25 - rupla
e anbj ujl sudah ber- ‘persen dari jumlah tabungan' mo mo Susllastoros
- diungl n.mldl tar ‘satu_tahun. - ert], 'y ._tmg-_.d;_-.dﬂ:_i_ﬁ_-,' SubektiWibowo: biexjanjl);
opdin tq: antars Akantempi, -hingga sekarang “ 'T.n ._Enhil_s;,itu'.:=-akan mnmpurhnﬁh:_uﬁrem I
t Su %, Roebal,” masih belum menemukan itk ‘adg ; juga diantara perwa- nan.bab‘. :iummg:
djl y [ tim ' Aerang, nhlnagga pembayaran - kﬂmituymgma:ﬂtmim 3 g: belum dileem hg.;u
adwhﬁ_llm.-.ltmber yang . atau’ pmuiran, uang kepads. tong - secars- uplhnk : b Entulc.
Bayu Dwi Anggono  nasabah belumn dilakdon, sumbangan sehesar 10" ?l‘l " persoalan ' lebih  dalam " lagh"
Istomo - astdro.  ketika Septhnmenj'elmghnnmya sehinmmmi mmjnd.i 76 akan mempertemukan. para_
mendatangl Komis! B DPRD: Tdul Fitri tahun lalu, BED me- Juta:  walkdl nmbahdenganBRIdm
Jember, Kamis (1047}, - . hgeluarkan vang melalui per- Istumu Su.tliutom menge-. BED, (smy ~ 7

s ..........n_._-

[KOMPAS) JUMAT, 11 JULI 2003



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

J ember, Memo

© Sekitar puluhan warga desa
lhmbipujl yang tergabung dalam -
Forum Nasabah Badan Kredit Desa -
(BKD) Rabu {10/9) kemarin men-
dalangl gedung dewnn untik me-
menuhi undangan hearing dengan,
Komisi B DPFRD, BRI, Asisten -
Ekonomi dan h:hmpn lemboga /.
_terkalt menyangkut .soal belum:
cairnya van tabungan berjumlah :
muluk!t
. but Karta Sudiono,”
i ""Jumlnh mnbal!_ :e]u.mhnya

Nasahah BKD Rambipij

si lui?:? Haa.r[ng BKD dan kumla! 5 kamarlnp( 1)

Lampiran 6

Hearing di DPRD

DINELE
“berbeda dengan ketua forum nasa-
ban BKD yang me nghadap dewan
, santitu. "Ketika saya mempelajari
buku-buku* Karto semua uang
sudali digunakan bunga tabungan,”

o ufasnya i

Kemudian Heriyanto Wijaya,
;salah sat anggota Komisi'B DP-
RD menyatakan, yang perlu dita-

hn)'nkau adalah adanya uang sum-

A blngm yang berjumlah total

p Gﬂﬂjuta.dadnt}_m +Rp.750 juta, “Uang itu untuk apa,
&

Jberapawargs yang menerima, dan
dls.mnpmkm oleh :inpa.’ﬁpl uang

S ey

“masalahiniSterjadit
201:!1{2? ';w:l :Enmsen-
ir i iR 71707

tahun 5 bu::gnn ditarik !.'-m':|.um-t:|.rm.-“'‘w H

A Sementira iy Akhwm koordi-
dari unsiir BRI mtng-

ﬂnﬂ: ‘ﬁwpﬂn ben
tha ! . 3 J Irh’jl'iﬁurhu?'"f'hzglz'; . Jebenamya’ HKL 1
n ‘ :. ?F?%lf Hu- kltl. "f"haﬁ‘ pﬁsll'll"l di d'!ﬂ‘!l:mbu:. Dan

aseminggu sekall mehumut

. Han pasatain di désd jtu adalah'hari

¢ war -.. ;. L
: b Se Nmunrhmm Sll"
'.i'_:._l H pa " IE.'- et ‘ ; 'ii':dl_pnormmhuka BKD m
FJ;SQd_l:n' H; Mo}!mﬂd’l&iu #-Selasa'di mmnh.uya;p,l.m jelas di
Sumw,ufuliiammggh ta Komisi */Lluar prosedur, kilaw buky-bukuta-
B menjelaskin; dalam hiearing t=rf ‘hungln khan bisa difoto opi. Se-

sebit DPRD hanya memfasilitas
'dan bukan. lembaga'pemutus. Dm
mnnghmpkmi‘ ‘hearing it
menjldi"runng_ keonsultatif bagi.
mlﬂr,arakat Ying_bsrmasalah.’,
’H biza

pasd ﬂl?ptu ‘Egmindﬂq
Padahxﬁﬁannﬁmrundﬂ sudah e
d.lPtl!!ﬂ'ﬂ. Iul‘u.rnyn_ vl

"Setelal ftu-'Emmy, - salah satu .
perwakilan nasabah menjabarkan, -
tujuannys menjadi perwakilan
untuk ‘meminta PEMANEEUNE Ja- .
wubmk:padaﬂl{.ﬂkmalc:jndp
nya_penggelapan uang tersebut.
Dia: mmga.-,kan .perjuangannya

! lain [ty wIlnj.rah :a.mpnj dllu.nr ke~
camnl:m:l. terangnya Tl
Kafena banynkn:.ra]ml :,-n.ng per-
iu diungkap, akhimya Subektd Wi-
} bowh Ketun,Komm‘BDPRDJ:m
"bei "mematuskan 1 ufituk” melan-

ymy oy dan Rubpics ha;uqd:pcr-;.' jutkan broses hesririg 1 ke jalur
Gl l‘}‘usa‘beg:ju?lm :;hukmnPMennng;ﬂw |rJ$u Rubai
Sama. ;‘{.,KﬂulEnmm Nasabah B‘mg

.anbjpu_u!mtnmgkpn Tpihak-
.myasetuju menempuh jalur hukum
karena masalah itu sudah berlarut-
AarutUdng saya ada Rp.zﬂ Juta,

"e'sudah dibayar Rp: 1 Juta dari surm-

bangan - it duly {Oktober 2002
i Red.) kata BKD akan diselesaikan

" s:mmggu, sampai sekdrang udnk

sclenu tm:dasnya.{x Y

HWEE Uk

KAMIS, 11 SEPTEMBEE:2003"

7{#%&\ /@ Y

F.-
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.'}.".'fﬁ‘:r'\," I. :.-‘Ii'_lé;."_;.l'?f{j' .:‘-..a_l:'l-:-.. L L'I 4 ;;j:}__:_l.._j.:; vt el f.
EMIBER € ot o i 547 sibah BKDY
num Badan' Kredif Desa. 2(BKD), i kepada Erje: o
- Rambipuji fond; parn na- 1">hHMaqL#qnghﬂm Soe.

m‘ B@E-— |Tl‘ 1.@-5!] I_jirll,l:g'&! ..nrml'l.:f:r{_l.&l_'l .Rl_":l:r'_'; Wi Ii
I iRy M’%‘aﬁiﬂ“ﬂmﬂmkﬂm juta’

tidak bisa ditarik mmbahnmhebmpa tahuin; Tetapi, tidak biss

kchtmlan-;ﬂepga.ﬁ,.iulusiﬁ.}rang S : Ly
jL X i1 Sedangkan Zaglani, 60, koor- '

ditempuh pihaje, KD Rambipy;i;
. Scb Vo o R
ganti, kerugian), kepadz’nasa

sebesar Rp 750 juita; tidak
-Bikan setars;n erata: pleh
RambipujiiTeldpi Bx
“puyl malah'fiequnjuk dig

H!a.ngnmn

uang im, Dan, para nasabal me-

rwa-

PR

%q{nagpr Para nasahah, menye-

1y BKD Rambipuji yang disy :

iz tidak bi jaksana, _?Scj:'ab,_;._uang_.

“$dmbangan sy Pengganti sebe.
S dar Rp 750 jutd, yang maksidnya-

asabih, yaju KH Ab- . * akan diberikan ke

dul Khalik, (5Koh wirga Ramb.

Puji dan Emi uhtuk membagikan

&

R wji. "Unng

T, i

bung d¥BKD selama

dicairkan, Kareng iy, sdiya me-
Untut " katanya, . | :

5 alkan tindakan BRY Jember dan -

s50p.

rikan kepada para'rg-

Sabah,imalah’ diberikan kepady

KH Khalik dan Bu Emi, Akibat-

" nya, tidak ada proses transparan-

nganggap tidak ada lnsparans; ¢
dalam’pembagian dana sumbg.

Nganitu, Sehingga, para nasabih
kesal,* iry ', untuk memu-

tuskm'.halfigl'-u‘ém' memberi.

pertimbangan Meneniskan kasye
'itu ke pengadilan, |
' Hal ini teruingkap saat hedring

‘Serikat Pekerjn BKD, Komisi E,
"Ast 1T Drg' Hasi Madani, Camg;
Rambipuji Handoyo, seri bebe.
Tapa pejobaf. ferkait, “Terus' fe.

o i

mng;’.kam;. M menunut hak"
; kami. Asal t ' sajn, uang taby-'

(gan saya _di;BKD ity sebesar
hampir Rp 30/f{ia, Tetnpi, kami

©

8" ungkapnya, =
Karena iy, para nasabah marah-

" narah, "Untuk itu, kami datang

. keinari agar ada kejelnsan sikap

i ‘menyatakan bahwa uang Rp 750

_Li:dnkmtneﬁmh ng sesuai yang

kami hmpﬁnﬂﬁjm Sudarsong,

i R

e

: y ¥,
Sedangkan KH Abdul Khalik,
yang dilunjuk BKD Rambipuii;

Jut (uang sumbangany’ sudah
dibagi rarg, "Uang itu sudah diba-
Bi rat kepady Para'nasabih BRI
Dan, semya nasabgh mendhpatkan
Banti sesuai perseniasi dari uang
Yang mereka tabung ™ katanyy,

- Selanjutnya, Abdul Khalik rie.

; nyatukm.pam:iashba}fhams ber-

syukur mendagat ganij rugj
¥ Kasug BxD e/ 55

—

WKASUSBKD . |

B
L

T Ty e

menulup. tabungan sejak ahun ; nyatakan, kasus it dilimpahkan ] 1
KD-nyayang ;i kejalurhukym: "Biar pengadilan ditabung sejak 1997, kinj menca-
nisabah,” katanyg, - isaja yang menyelesaikan kasus  paj hampir Rp 30 juta, "Tetapi,

19 Jadi; bukan

i,

i
Scbab, para nasabah ity se.. an selama 5 tahy

; Ironisnya, Kano Sudiono tidak nasabah gj BKD Rambiuji, Se-
L Sambungsn darf Hat 27 jsa: datang ke dewan.. Sebab, . bab, burig
N e Karto Sudiono menjalani hukim. lﬂpcmnpﬂl‘b“"mr_l' Karena
an s N yang techitung  itu, kamj tertarik menabung dj
benamya ditipu Karto Sudiong +sejak 2003 ini. Sedangkan, Ketug BKD Ranibipuji,"sjar Sudarsono
Karena, BKD Rambipuji sudah s Komisi B Subckti Wibowo me-~. kepadaErje, U

anya bisa mencapai 5 -

Bahkan, uang Sudarsono yang

_ Selain i, Kepals BKD Ram- * jty. Schab, dewan hanya sebagaj saya-harus gigit jari, Usng saya
bipuji-Akhwan menyatakan, pi-  penyajyr. aspirasi warga. saja,”. tidak bisa dicairkan, Ea;mn:mm

haknys sudah limg menutup ta- katanyg.

bungan, t, . JAitu, sejak 1995 "Te- °
tpi Kario Sudiono scbagal

ini, BKD Rambipuji dan,
¥ang terus diam saja,” katanya,

: T_"“"",'_ Bunga T'“W Juga, Soemarti, Uang yang di.
Munculnya kasis itu, disebab- . tabung di BKD Rambipufi men-

|Iia=nxanmemfntuk::pihukh m_v.',i"ican oknum BKDKmbSqdioﬁp_ - €apai Rp 40 juta, “Saar itu kamj
h 3 < -

Jjumlah usng ing. kepada para nasa-_, kan bunga cuky
bah. Sehingga, jadi Seperti itu,” - paracalon nasabahn

P meAaWas- . memung tergiur bunga ying ings,

P “Psss:':'k;pada - B Sehinggh, says man saja me-

hingga, - nabrung_q‘;‘ﬁ'ﬁj;r_li'nﬁ blpuji,"
kalanya."*"""“‘“ S i - banyak orang kepincut menjadi © ujamya. eko) "'-:!‘g‘%‘:“' '

Kamis 11 Septelfl_'lqﬁ_l'-_?ﬂ_ﬂ?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran ¢

E00ZSHATWALIAS 1T 'SIWNVE [§VAWONE-

TUAL 14 trep indngumy .H._m eyEmdsen  myesp BIEL Manp 'ouompng. ey ey
= 1 LLmp .n.nmq_.__nﬁ. LU gsewr [fnd =edip yeqesaw eied Fuen ‘wluueseTy
T el g Dy o wedEgas unred  yesopuam . snm Tatid AN Myt squiey g nLe st ‘1002 Impye . 4 indiquimy |
BT __.m.__..m__ TS OB Fued qegesen U R ad ‘nyy ey JE¥Rp wmdwes ‘wnurey S66T_Ungwl qyg 1p Simaeyp Suel :.%m.nﬁ.m#ﬂ._ .
Ll 3 5

¥: - 1P wedimsp Sued jeyere ooy ey
reruedus; f ey “ANGNd EENDADY Uep meymstioy BT

Lep Wastd gz-01 Jeqips EYARMW Fuen  -eque wep EE0APE um ‘aioseeng

T NeER detes T Buen U owonsy wpey vpaninis nregee o

- ~Bquad ‘ooz wenagag wemg epeg.

TR g1 dy repges sindiqurmy g

myes edemgag Tequiny Lo uetps
-Buag wpey stalep ya wn( 3 di ep,
~UEp uep erelusd tmye g ORI rew
SEIIR YRDPNE uoipng oarey iar efuue,
“ingaad jequyy indiquey qyg (nLr)

cuompns ouey Undquer qyg nzp
deyis suarey YROQUsEU wreyuemp ured
~LInaay wesmousnan EFAUMEs deauy
HEPR TR yepns uslunge) eoef uping

“Bquiag (A Jojuey Bueeprm yEp

g doyeuTRIooy uRmay N ul i
o ; e NS undsp - svanoy ‘Yafwa[

e wemedwigyrreuopy s fndiquivy (g qequsey

-« JIEQUEY mEjandmaw g tenseday~


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 7

PENGAWAS BAD/AN KREDIT DESA
" DAERAH KABUPATEN JEMBER
Ji. A, Yani No.1 Telp. (0331) 83258

—= R —
lember , “ i
e Jember. (§ - 1T 2000
Nomor : B. sy LII/RCR/KPK,/12/00
Lampiran : 1 (=atu) benidis ]
Perinal Peugangkatan Juru Tats Usaha Eepada
BED a.rn. M. Al Basuki B, Yth. Bp. Bupﬂ.ti HOH TE:IT
e ——— e e ———— falupaten Jember
c.da. boegian Repegawnian
di

R —

JEHIER

L T I —_—

Buruams ind Remd mohon dengan hormat Unlun  diterbit-
kan sural Repmaliusan Leatang Kenaikan Panghat JTU BED  dari
Peguwal Horl::, mengadl Juru Muda 0 BKD, karena saat ini
cudoang ads formast wntuk Jabatan terszabut dap Ying bersang-

| A RBow-caai ) i
RuULLn Swlbap Logipresetanl .

Subian | perbimbangan  kand lamplrkan  Ffote capy 3K
Segawai Horkon. Idasah terakhir dan Daftar Vlanllalan Pelak-

B .
]

Sabudian :-'I"}It'fl'.i‘-a*..'. ¢ a7 )
Deviklon pocrmohonan kaml Jdan ambl] manundsa keputy-
Sy Laleih Jandutb Sems sampalkan banyak berloun kRawih.

Ll

DAERAN EARUPATEN JEMEER

%

Al Tine :-II'Il'h"I

f BADAR XREDIT DEGA

-
EEREnW
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PEMERINTA)T KABUPATEN JEMBER 58 %=
SEKT{E.] A‘RIAT DAERAH Lampiran 8
i : AL Sudarman No. 1 Jember Telp.  (0331) 421voo
T JEMBER )
o s27 (D4,

HOT a8 CIrMAS ‘

SRR i ffi= wopati Jenmer

il 7 I ' Calin Poaebal kangapat-qn Jembyy

g . (R T N £ VU B e T F e

Tangeal. | 05 BN S o s T

Srbat o BERsT

LT o I A R LI 5 = 5 BV S SRR T S

Boilhat v Peitrangeooan Jury Toea Ussaha Badan Kredit Desa Kabupaten
Jeinns N, Mz, Aedi Basuki  dkk sebanvak 6 (enam) eranre
)

cidl Penzawas Bacan Kredit Desa EKhbupaten Jember

] 13 Desember 2000 pnomor | B.2415-VITI/KCR/KPK/13/

et i hal stbaraimana tersebut pada pokok surat,

terdysarkan hal IE'sebug diatas dengan hormat kami
saporsan hal-hal sebaza: berikut

h. Pengavas Badan Kred:t Desa mengusulkan Pengangkatan
tenaga narian Badar kredit Desa khabupaten Jember An.
5¢r. Moh. Aedi Basuki dkk sebanvak 6 (enam) orang
sebasal Pegawai Badaas Kredit Desa kabupaten Jember
isesual ketentuan berlaku),

d. Akibal dengan adanyva pengangkatan Pegawai Badan Rredit
fesa tersebut penggajiannva. dibebankan pada Dana Usaha

oalial RKredil Desa KRoabupaten Jembei. sehingea tidak !
Mempeitearuhi/memberatkan Angzaran Pendapatan Belanja
vderah Kabunnten Jember.,

co Mersama ini kami aiwkan konsep minut Sorat Keputusan
penganykatan Pegawai I'adan Kredit Desa Kabupaten Jember
IMT D01 Pebruari 2001 natuk mohon tanda tanzan,

wpabiiia  tidak menvimpang dari garis kebijaksanaan

fLrgrah AT e E N harmat k| sampaikan saran

Prer b pmbanean sehasn i DeriEut

Lo Sumtied  RepUlusan Goherpur  Proplnsi Daereh Tingkat §
Jawa Fimur tanesal 30 Desembwr 1968 nomor PAGS /G Pasal
; AV ET fa frrrbunyi Peogwai padan kredit Desa
slaneialfdiplindah/dibyrhentikan dengan hormat dgarl
frsh raannsa.  oieh Bupati Kepalin Daerah Kabupaten /
Wadtsoba kevula faer. )1 cKoramedlvi,. at#as dsul Pengawds
R Bty R LR A i Forn copy EUTN Keputusan .

el enlhp i T,

Zyooaudat Réputusan Rubernur Proplnsi Daerah Tingkay 1 fawg

P papedai 1 Noj smber 1993 nomer 115 tahun 1993
Lentang peavesgaian o vaji o odan pangkat begi Jiury Tata
Deaahit RAadnn Rredlt Desacodi Tawa Timur (fote copy Sifart
mevatusan teriEample),

=11

cemizian unituk menjadikan perirsa dan mohon petun-—
L T

& J,".. e SENRETARIS DAERAH {

MOH. HANDANUHENDRO. SH

PEXBTNA TEAMNY LTDRA
M O o IR
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Lampiran 9

BUPATI JEMBER

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

Momor

: Bza .4, 5 A436_ 0332001

L ENT 4 NG
PENGANGKATAN JURU T.U. BKD

BEUPATI JEMBER

Surat Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Jember,
tanggal 18 Desember 2000 nomor : B.2415-VII1I/KCR/
KPK/12/2000 tentang usul Fengangkatan Sdr. Moh.
Aedi Basuki dkk czebanvak & (enam) orang sebagai
Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Kabupaten Jember.

|

Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka
mengisi formas. Pegawai Badan Kredit Desa
Kabupaten Jember, dipandangz perlu untuk segera
menunjuk/menganekat tenaga harian Badan Kredit
Desa. guna mengisi lowongan tersebut,

Bahwa Sdr. Moh. Aedi_ Basuki dkk sebanyak &
lenam) orang tenaga harian Badan Kredit Desa
Kabupaten Jember tersebut dipandang cakap dan
telah memenuhi svarat-svarat untuk diangkat
sebagpai Pegawai Badan Kredit Desa terhitung
mulai tanggal : | Pebruari 2001. :

Bahwa pengangketan Pepawai Badan Kredit Desa
Kabupaten Jember tersebut. tidak mempengaruhi /
memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanje
LDaerah Kabupaten Jember,

Bahwa pengangkatan Pegawai Badan Kredit Desa
sebagaimana dimaksud dalam konsideran angka |
tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputu-
san Bupati,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1999 ;

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur. tanggal 30 Desember 1968 nomor
8/657/G tentanzg Peraturen Pengangkatan dan
Pemberhentian dszb. Pegawai Badan Kredit Desa dj
Jawa Timur ;

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ]
Jawa Timur. tanggal 1 Nopember 1993 nomor : 118
tahun 1993 tentang Penvesuaian Gaji dan pangkat
bagi Juru Tata lsaha Badan Xredit Desa di Jawa
Timur.
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/ MEMUTJSKAN

MENETAFKAN

FERTAMA : Kepada mereka Yang namanya tersebut dalam daftar
lampiran surat Keputusan ini, terhitung mulai
tanggal 1 Pebivari 200! diangkat dalam pangkat
tersebut lajur 9 daftar lampiran surat Keputusan
ini dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaima-
na yang ditetarkan dalam lajur 11 s/d 13 lampiran
ini pula serta penghasilan lainnya yangz sah vang
berhubungan dengan pangkat tefsebut.

E'ED D A : Pengeluaran Pembiayvaan sebagai akibat adanva
pengangkatan Jnru Tata Usaha BKD tersebut diktum
PERTAMA dibebankan pada Dana Usaha Badan Kredit
Desa Kabupaten Jember, schingga tidak mempenga-
ruhi/memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tlaerah Kabupaten Jember.

KETIGDA : Surat XKeputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

RUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada
vangz bersangkutan untuk diketahui dan
dipei gunakan sebagaimana mestinva.

DITETAPKAN . JEMBER
PADN TANGGAL P do pemRruap, 2001

BUPATI JEMBER

oD RIS 4

Q H. SAMSUL HADI SISWOYD /==

=
EAF V= g

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;

Kepala Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
Kepala Kantor Wilavah Bank Rakyat Indonesia di Surabaya ;
Kepula Kantor Cabang Bank Rakyal Indonesia di Jember ;

- Penbantu Gubernur Wilayah VI1 Jember di Jember ;

Pengawas Badan Kredit Desa Kab. Jember di Jember ;

Kepala Badan Pengawas Kabupaten Jember ;

Ketua DPRD kabupaten Jember di Jember.
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